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Setiap warga negara mempunyai hak dan kewagjiban terhadap negaranya, sebaliknya Negara mempunyai
kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Dengan semakin pesatnya interaksi
antar orang yang melewati batas Negara, semakin besar kemungkinan timbulnya permasal ahanpermasal ahan
hukum yang menyangkut hukum perkawinan terutama perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang
berlaku di Indonesia kurang memuaskan bagi kaum perempuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan kurang mencerminkan hak-hak perempuan. Bagai manakah upaya yang dilakukan untuk
melindungi istri warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda
kewarganegaraan? Bagai manakah status kewarganegaraan istri warga Negara Indonesia yang
melangsungkan perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang
Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang K ewarganegaraan Republik
Indonesia?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Y uridis Normatif dan spesifikasi penelitian yang
digunakan adalah Deskriptif Analitis. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa dalam mewujudkan
perlindungan hukum bagi istri warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda
kewarganegaraan adal ah dengan adanya kewajiban bagi |aki-laki warga Negara asing yang ingin
melangsungkan perkawinan dengan perempuan warga Negara I ndonesia harus mendepositokan uang
sebesar Rp 500.000.000.,(Lima Ratus Juta Rupiah) di Bank Syariah di Indonesia sebagai jaminan untuk
kelangsungan hidup bagi istri warga Negara Indonesia beserta anak atau keturunannya. Kewarganegaraan
seseorang menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 menganut asas ius sanguinis (menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan). Sedangkan kewarganegaraan seseorang menurut
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut asas ius soli (menentukan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan tempat kelahiran).

Penulis menyarankan agar pemerintah harus lebih serius dalam menangani pengaturan mengenai

pel aksanaan perkawinan campuran yang lebih menegakkan hukum yang berpihak terhadap perempuan.
<hr><i>Every citizen has the right and duty to his country, opposite the State has an obligation to give legal
protection to its citizens. With the rapid interaction of people who cross the line between the States, the
greater the likelihood of legal problems concerning mixed marriages, especially marriage laws that apply
different citizenship in Indonesiais less satisfactory for women. Law No. 1 of 1974 on Marriage reflects the
lack of women's rights. How the efforts made to protect the wife of Indonesian citizens who hold different
nationalities mixed marriages? How is the citizenship status of Indonesian citizen's wife that establishes
mixed marriagesin terms of Act No. 62 of 1958 On Citizenship and Law Number 12 Y ear 2006 on
Citizenship of the Republic of Indonesia®.

The research method used is the method of Normative Legal research and specification used is Analytical
Descriptive. In conclusion it can be said that in the realization of legal protection for the wife of Indonesian
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citizens who hold citizenship is different from mixed marriages with the obligation for male foreign
nationals who wish to establish a marriage with a woman citizen of Indonesia must deposit money
amounting to Rp 500,000,000., (Five Hundred Million Rupiah) in Islamic Banking in Indonesiaas a
guarantee for the survival of the wife of Indonesian citizens and their children or descendants. Citizenship of
aperson according to Law No. 62 of 1958 adopted the principle of ius sanguinis (citizenship determines a
person based on descent). While the citizenship of a person according to Law Number 12 Y ear 2006
adopted the principle of ius soli (citizenship determines a person based on place of birth).

The author suggested that the government should be more serious in handling the arrangements regarding
the implementation of mixed marriages are more in favor of enforcing the law against women.</i>



